BUPATI PURBALINGGA !
PROVINSI JAWA TENGAH :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ‘
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA » L
BUPATI PURBALINGGA, '

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang t1dak sesua1
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sehmgga menyebabkan penggeseran
antar kegiatan dan jenis belanja, seita keadaan yang
‘menyebabkan Sisa Lebih pada Tahun Anggaran
sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan
dalam Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan_]a' Daérab
Tahun Anggaran 2015; i

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat | : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945; b

' | 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
b Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa;ak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 33 12) sebaga.lmaqa
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1?94 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara I]\epubhk Indonesia
Nomor 3569); by

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bernsih ‘Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Nega.t}a
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor 3851);

|
)
|
'
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 4286); |

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 'tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); _ x :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenta,_r‘lg
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajek |

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rel‘)u,blik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); S

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor
5234); ‘ ’

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s¢bagaimana
telah beberapa kali diubah terakhjr dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarjan
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentapg

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran 'Negara Republik
Indonesia Nomor 4028); : P

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentzsing
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah: terakhzr

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 -

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewdn Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712); i

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara.'n
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indohnesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); |

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah
Nonor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah iLemb Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nombor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentarlg
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor’ 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan P:ngawasan Penyelengg aan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nevara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemenntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneqla
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan - Pertanggung]awaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemermtah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

]
|

1
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23.

24.

- 25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

|
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4093);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesxa
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negdra
Republik Indonesia nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang ° Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan,
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negadra
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahath
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negarh
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Taliun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hlbah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambalan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 5272); ‘

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 12014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran NLgara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenta:ig’
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentané
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahy ; )

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006
Nomor 10); ‘ !

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); !

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor '09
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);



Dengan Persetujuan Bersama

y DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH - .
b | KABUPATEN PURBALINGGA |

dan ‘
BUPATI PURBALINGGA |

MEMUTUSKAN : !

i

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015. o |

i

Pasal 1 l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.524. 808.370.000,00
bertambah sejumlah Rp. 224.986.036.000,00 sehingga menjach
Rp. 1.749.794.406.000,00 dengan rincian scbaga1 benkut o

i
'

1. Pendapatan { ‘
- a. Semula Rp. 1.467.875.239.000 -
b. Bertambah/(berkurang) Rp. __85.127.558.000 Lo
Jumlah pendapatan setelah
perubahan Rp. 1.553.002.797.000
2. Belanja ! o
a. Semula Rp. 1.516.583.138.000 »
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 199.207.546.000 'l
Jumlah belanja setelah ' .
perubahan Rp. 1.715.790.684.000
Defisit setelah Perubahan Rp. (162.787.887.00(?')

- 3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 56.933.131.000 !

2) Bertambah (berkurang) Rp. 139.858.478.000 ‘

Jumlah penerimaan oo

setelah perubahan Rp. 196.791.609.000
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 8.225.232.000

| '
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.778.490.000 i ‘
Jumlah pengeluaran ‘

setelah Perubahan Rp.  341003!722.000
Jumlah pembiayaan netto " | ‘

setelah perubahan Rp. 162.787.887.000
Sisa lebih pembiayaan Anggaran | | L

setelah pembéhan " Rp. : - 0



Pasal 2 | -
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 1

terdiri dari : A ’
a. Pendapatan Asli Daerah }
1) Semula Rp. 180.202.572.000
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 10.797.669.000 S
Jumlah pendapatan asli , :
daerah setelah serubahan K Rp. 191.000.241 .IOOO‘
b. Dana Perimbangan ' .
1) Semula Rp. 895.395.641.000 b
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.141.134.000
i Jumlah dana perimbangan
' setelah perubahan Rp. 910.536.775.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | L
1) Semula Rp. 392.277.026. 000 "y

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 59.188.755.000 '
Jumlah lain-lain pendapatan ‘ '
yang sah setelah perubahan Rp. 451.465.781. 00(5

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan : |

a. Pajak daerah ,
1) Semula Rp. 32.746.120.000 '

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.200.000.000
Jumlah pajak daerah setelah

i

Perubahan ' Rp. 33.946.120.000
b. Retribusi Daerah | .

1) Semula Rp. 24.554.458.000

2) Bertambah/(berkurang) ~ Rp. 7.090.468.000 :

Jumlah retribusi daerah | o

setelah perubahan - Rp. . .31.644.926.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |

1) Semula Rp. 12.008.086.000 : N

2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 0

Jumlah Hasil pengelolaan |

Yot
|
|

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp.  12.008.086.000

. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ' ' |

1) Semula Rp. 110.893.908.000 5
2) Berkurang/(berkurang) ~ Rp. _2.507.201.000 i
Jumlah Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp. 1 13.401.109.006




i
'
i
i '

; (3) Dana penmbangan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) hulruf
! b terdiri dari jenis pendapatan : i

a. Dana bagi hasil :
1) Semula Rp. 29.649.302.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 481.874.000 Y
Jumlah dana bagi hasil | | .
setelah perubahan Rp.  30.131.176.000
b. Dana alokasi umum .
1) Semula Rp. 805.222.229.000 |
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 0 '.
Jumlah dana alokasi umum .
setelah perubahan Rp. 805.222.229.006
c. Dana Alokasi Khusus .
1) Semula Rp. 60.524.110.000 |
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 14.659.260.000
Jumlah Dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 75.183.370.00C

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : '

j Vo

a. Hibah . : .
1) Sernula Rp. 2.874.918.000 ]
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. _5.126.490.000
Jumlah pendapatan hibah | | "
setelah perubahan Rp. 8.001:408.000

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi '
1) Semula Rp. 53.252.927.000
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. (33.539.171.000) ,
Jumlah dana bagi hasil pajak Rp. 86.793. 098 OOO

" c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus o |

1) Semula Rp. 250.523.085.000 :

2) Berkurang/(berkurang) Rp. (1.268.000.000)

Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah | Co

| perubahan Rp. 249.255.085.000 '

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah
: daerah lainnya .

1) Semula Rp. 55.055.974.000 .

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.(14.246.757.000) ‘




Jumlah Bantuan Keuangan dari

Propinsi atau dari Pemerintah %

daerah lainnya setelah perubahan Rp.  40.809.217.000
€. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan g

1) Semula Rp. 0 o
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0 !
Jumlah Dana Penyesuaian o
Tunjangan Pendidikan Rp. 0
f. Pendapatan Lainnya ‘
1) Semula Rp. 30.569.122.000
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 36.037.851.000 ° k
Jumlah Pendapatan Lainnya Rp. 66.60€.973.000
{
Pasal 3 | ‘ !
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 11 terdi‘ri
dari : , |
a. Belanja Tidak Langsung | |
1) Semula Rp.1.044.289.644.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.889.196.000
Jumlah belanja tidak langsung . ' ‘

setelah perubahan Rp. 1.062.178.840.000
b. Belanja Langsung ‘
1) Semula Rp. 472.293.494.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 181.318.350.000
Jumlah belanja langsung ‘
setelah perubahan Rp. 653.611.844.000

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ql)
huruf a terdiri dari jenis belanja : |

A G A g T A

X

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 845.883.732.000 \
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.151.067.000
Jumlah belanja pegawai '
setelah perubahan Rp. 859.034.799.00b
b. Belanja Bunga ' !
& 1) Semula Rp. 124.688.060 ‘
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 L
5 Jumlah belanja bunga o !
| ﬁ. : setelah perubahan Rp. 24.688.00(}
i 8 ‘ ' l




c. Belanja Subsidi

1) Semula . Rp. 500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. ' 0

Jumlah belanja subsidi ‘ : | | .‘

setelah perubahan Rp. 500.000.000
d. Belanja Hibah o

1) Semula Rp. 69.373.388.000 .

i

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (41.803.423.000)
Jumlah belanja hibah |

setelah perubahan Rp. = 27.569.965.000
e. Belanja Bantuan Sosial o
1) Semula Rp. 6.613.798.000

2) Bertambah/(berkurang) ~ Rp. (1.985.298.000)' '

Jumlah belanja bantuan sosial v

setelah perubahan Rp. 4.628.500.‘00(‘)l

f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa a
: 1) Semula Rp. 4.467.762.000
: 2) Bertambah/ (berkurang)  Rp. o
. Jumlah belanja bagi hasil | s
setelah perubahan Rp.  4.467.762.00
‘“ g. Belanja Bantuan Keuangan .
1) Semula Rp.115.426.276.000 [

2) Bertambah/(berkurang) ~ Rp. 48.526.850.000

+

Jumlah belanja bantuan keuangan g

setelah perubahan Rp. 163.953. 126.‘00(,?
h. Belanja Tidak Terduga |

1) Semula Rp. 2.000:000.000 |

2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 1 0 .

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. ' ' 2.000.000.00'

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 38:330.216.000 ,
2) Bertambah/ (berkurang)  Kp. _ 9.923.320.000 |

Jumlah belanja pegawai ' L
setelah perubahan Rp. 48.253.536.000

|
\
|
'




b. Belanja Barang/Jasa ‘ i .
1) Semula . Rp. 285.487.392.000"

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.  86.779.691.000

Jumlah belanja bunga . |

setelah perubahan Rp. 37 5.267.083,.000
¢. Belanja Modal | | o

1) Semula Rp. 148.475.886.000 k

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 84.615.339.000 ‘
Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp. 233.091.225.000

1

Pasal 4 » | .

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
J

i

a. Penerimaan ‘

1) Semula Rp. 56.933.131.000 ‘
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 139.858.478.000 !
Jumlah penerimaan ' ’
setelah perubahan Rp. 196.791.609.‘004)
| b. Pengeluaran "
1) Semula Rp. 8.225.232.000
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 25.77:3.490.000 !
* ' Jumlah pengeluaran -
i setelah perubahan Rp. . 34.003.722.000

‘(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf } a
terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :

’ a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya o
. 1) Semula Rp. 29.425.131.000 !
2) Bertambah/(berkurang)  Kp.139.858:478.000 |
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

i

setelah perubahan Rp. 169.283.609.000
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp. 27.508.000.000 |
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. ! 0 | \‘;
: Jumlah pencairan dana cadangan L
setelah perubahan Rp.  27.508.000.000
c. Penerimaan Pinjaman Daerah ‘ | '
1) Semula Rp. 0 |
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 .

10 oot



“t

Jumlah penerimaan pinjaman Y

daerah setelah perubahan Rp. 0
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman '

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang)  Rp. : 0 i !

Jumlah penerimaan kembali
pemberian pinjaman setelah .

perubahan Rp. 0 .
e. Penerimaan piutang daerah | ,
:" 1) Semula Rp. .0 .

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 -

Jumlah peneriman piutang daerah ‘ h

setelah perubahan Rp. o'

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud padzlx ayat (1') huruf b
by

terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan o

1) Semula Rp. 0 ]
2) Bertambah/ (berljcurang) Rp. 15.000.000.000

Jumlah pembentukan dana -
cadangan setelah perubahan Rp.  15.0001000.000 “

b. Penyertaan modal (investasi) peh1erintah daerah .
1) Semula Rp. 8.161.510.000 L
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 10.778.490.000
Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah | :
setelah perubahan Rp.  18.940.000.000

i
|

c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo C
1) Semula Rp. 63.722.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0] /!
Jumlah pembayaran pokok utang yang '
‘ jatuh tempo setelah perubahan Rp. 63.722.000);
| d. Pemberian pinjaman daerah .
1) Semula Rp. 0 f
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 o
Jumlah pemberian pinjaman
setelah perubahan Rp. 0.

11 ’ i



Pasal 5 ‘

1

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, t¢rcantum dalam’

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

F
1

HEN

10.

11.

12.
13.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Peraturan Daerah ini, terdiri dari : l

!
Ringkasan Perubahan APBD;. |

Ringkasan Perubahan APBD menurutc
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi ; o ’

i

Rincian Perubahan APBD menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,
; Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan '
Pembiayaan; ‘
1
Rekapitulasi Perubahan Belanja .
menurut Urusan Pemerintahan |
Daerah, Organisasi, Program da1'1
Kegiatan ; e
Rekapitulasi Perubahan  Belanja

Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka '
Pengelolaan Keuangan Negara; R

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan,;

Daftar Piutang Daerah; ‘i

Daftar Penyertaan Modal (Investasl)
Daerah; ‘

Daftar Perkiraan Penambahan dan,
Pengurangan Aset Tetap Daerah; ‘

Daftar Perkiraan Penambahan dah
Pengurangan Aset Lain-lain; R

Daftar  Kegiatan-kegiatan  Tahun
Anggaran Sebelumnya yang Belum .
Diselesaikan dan Dianggarkan
Kembali dalam Tahun Anggaran irti;

Daftar Dana Cadangan Daerah; |
Daftar Pinjaman dan Obligesi Dalerah;

o ez




Pasal 6 ‘ |

[}
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah | Daerah dapat |
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya disampaikan dalam ‘laporan - realisasi
anggaran. ' , |
(2) Keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) !
sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi X
sebelumnya; o Co

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; L,

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; !

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran i .
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Pasal 7 | i

‘ |

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ‘
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dengan.

Peraturan Bupati. A '

‘Q

{

Pasal 8

| |
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya .
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. '

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 16 geptember 2015
. |

’

' : j
PENJABAT BUPATI PURB({LINGGA',

| : | ; !
Lo
UDMWIBOWO "

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 geptember 2015
Pj. SEKRETARIS DAERAH, "

ODADIYANTO - ' |
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR; 7 i
, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA,
TENGAH : (6/2015)




